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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan tidak 

mengatur mengenai tanggung jawab perawat atas kelalaian atau kesalahan 

yang dilakukan oleh perawat. Oleh karena itu, perawat tersebut harus 

melakukan ganti rugi secara materil dan imateril kepada keluarga pasien akibat 

dari kelalaian yang telah dilakukannya berdasarkan KUHPerdata. Dalam hal 

ini, perawat tersebut memberi suntikan imunisasi terhadap bayi tidak 

menginformasikan kepada keluarga maupun kepada dokter yang menganinya. 

Sehingga dalam hal ini perawat tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas 

meninggalnya bayi tersebut. 

 

Tanggung jawab hukum terhadap korban atas kelalaian yang dilakukan oleh 

perawat yang mengakibatkan bayi prematur meninggal dunia yang terdapat 

kerugian yang dialami pasien karena kelalaian dari perawat yang akan 

memunculkan permasalahan hukum, khususnya pada hukum perdata 

dirumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang 

berisikan:
120

 

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan tersebut". 

Dalam hal ini, perawat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum 

meliputi: 

1. adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh perawat, karena perawat 

telah menyuntikan suntikan imunisasi terhadap bayi prematur yang 

mengakibatkan meninggal dunia. Dari perbuatan perawat tersebut, ia tidak 

memberitahukan pihak keluarga maupun pihak terkait atas imunisasi yang 

ia lakukan. Di dalam SOP perawat disebutkan bahwa setiap perawat harus 

memberikan informasi kepada keluarga sebelum melakukan tindakan medis 

(informed consert). 

2. Terdapat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan perawat kepada pasien 

pada saat menyuntikan suntikan imunisasi tersebut yang mengakibatkan 

bayi prematur meninggal dunia.  

3. Adanya kerugian secara materil dan imateril yang di derita oleh keluarga 

pasien akibat kelalaian dari perawat tersebut. Kerugian materil berupa 
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biaya-biaya rumah sakit yang telah di keluarkan oleh keluarga pasin. 

Kerugian imateril yang berupa rasa kekecewaan yang di derita oleh 

keluarga pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh perawat, ada rasa 

kehilangan dan kesedihan atas meninggalnya bayi tersebut. Adapun 

pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut
121

:  

(1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 

KUHPerdata); 

(2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 

1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang 

tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 

disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya 

(vicarious liability) 

(3) Ganti rugi untuk pemilik binatan (Pasal 1368 KUHPerdata) 

(4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 

KUHPerdata) 

(5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang 

dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata) 

(6) Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 

KUHPerdata) 

(7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata) 

4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, kerugian 

tersebut terjadi disebabkan oleh perbuatan perawat, bayi tersebut tidak akan 

meninggal dunia apabila perawat tidak memberikan imunisasi kepada bayi 

tersebut. 

 

Maka dari itu, perawat tersebut harus beranggung jawab secara pribadi atas 

kelalaian yang dilakukannya dengan memberikan ganti rugi kepada keluarga 

korban, ketentuan ganti rugi umum menurut KUHPerdata dalam bagian 

keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 yaitu : 

1. Biaya 

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun 

yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh 

pihak yang dirugikan. 

2. Rugi  

Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan 

sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum. 

3. Bunga  

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi 

diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian 

bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian bunga 
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dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan 

dengan presentase dari hutang pokoknya 

2. Saran  

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 

perlu dikaji ulang mengenai tanggung jawab perawat terhadap pasien 

apabila adanya kelalaian yang dilakukan oleh perawat, sehingga di dalam 

Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum dan kasus-

kasus kelalaian dalam menangani pasien tidak terjadi dikemudian hari. 

2. Perlu ditingkatkan kembali pelayan dan SOP bagi perawat untuk membantu 

dan mengayomi pasien karena pasien berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan yang baik. 
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